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KATA PENGANTAR

Assatamu'ataikum Wr. Wb.

Athamdutittahirobbit 'atamin. Segata puji bagi Altah,

yang tetah metimpahkan niknnt yang tidak terhitung,

kesempatan dan kekuatan sehingga buku ini dapat terbit dan

sampai di hadapan sidang pembaca yang budiman.

Pemikiran mengenai negara hukum di Barat dimulai

sejak Ptato dengan liorsepnya "Bahwa penyetenggara negara

yang baik iatah yang didasarkan pada pengaturan (hukum)

yang baik, yang disebut dengan istitah "Nomoi". Pemikiran

tentang negara hukum terus berkembang dengan murrcutnya

konsep-konsep dari para ahli yang muncul kemudian, &ngan

berbagai sudut pandangnya.

Dalam negara hukum dikardung pengertian bahwa

negara juga termasuk di datamnya pemerintahan dan

tembaga-lembaga lainnya datam metalsanakan tindakan-

tindakan apapun, harus dilandasi oteh peraturan hukum atau

harw dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Tekanan

pada hukum di sini dihdapkan pada kekuasaan.

Negara modern tidak dapat dipertahankan sebagai unit
yang efisien tanpa membangun pranata-pranata dan jabatan-

jabatan, termasuk pranata perwakitan. Pokok-pokok

pengaturan tentang penataan penbentukan dan penataan

Sn Kusrtrch, S H., M.Hum lll
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jabatan-jabatan ini dalarn organisasi negara dirumuskan

datam kaidah dasar yang disebut Undang-Undang Dasar atau

l(onstitusi. Konstitusi digunakan datam dua pengertian yakni

konstitusi dalam arti abstrak dan datam arti kongkrit. Yang

dimalsud dengan konstitusi abstrak adatah sistern hukum,

kebiasaan dan konversi yang rnenetapkan susunan dan

wewenang alat pertengkapan negara dan dan mengatur

hubungan atat pertengkapan negara itu satu dengan yarg lain

i""n d.ngan warga negara. Sedangkan konstiiusi datarn arti
kongkrit adatah dokumen yang berisi hukum konstitusi yang

sangat penting yang ditetapkan secara resmi. Konstitusi

dalam arti kongkrit itu juga disebut undang-undang dxar
{uuD}.

Buku kecit ini akan membahas beberapa hat yang

berkaitan dengan pemikiran tentang negara hukum kaitannya

dengan konstitusi, serta diakhiri dengan studi yang tebih pada

tataran implementatif dari negara hukum lndonesia, yakni

peran Pancasila dalam proses pembuatan peraturan

perundang-urdangan.

Buku ini dbadari tentu banyak kekuarangan, namun

harapan peru:l.b fumoga bufu ini dapat nemberikan nitai
guna dan rnanfaat dan bahan diskusi datam pengembargan

ilmu hukum.
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Kami mohon kritik dan saran pembaca kami har.apkan

demi perbaikan buku ini.

Wassatamu'ataikum !Vr. Wb.

Sennrang, September }Afi
Penutis

SriKusriyah
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